BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan
Pemodelan optimasi guna lahan untuk pengendalian banjir perkotaan adalah
suatu model yang mencakup model penentuan kawasan rawan banjir, model penentuan
peruntukkan lahan dan model hidrologi. Hasil dari model penentuan kawasan banijir dan
peruntukkan lahan merupakan input untuk model hidrologi. Untuk mendapatkan debit
banjir yang tidak melebihi kapasitas sungai, model hidrologi memerlukan rekayasa guna
lahan, dimana didalamnya mencakup rekayasa/konversi guna lahan yang diperlukan.
Konversi yang dilakukan mengacu pada pertimbangan kawasan rawan banjir dan
peruntukkan lahan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision
Support System) dalam menentukan alokasi lahan.
Pemodelan optimasi guna lahan untuk pengendalian banjir perkotaan dalam
DAS dapat digunakan untuk menentukan kawasan rawan banjir, arahan peruntukkan
lahan, debit banjir yang dihasilkan suatu DAS, dan kemampuan/kapasitas
sungai/drainase dalam menampung debit yang dihasilkan suatu DAS.
= Dari hasil aplikasi model pada wilayah studi, secara umum faktor yang berpengaruh
terhadap tingkat kerawanan banjir suatu wilayah adalah ketinggian (elevasi),
kelerengan (slope), curah hujan, guna lahan, zona rawan luapan, dan jenis tanah.
Berdasarkan hasil dari sub model penentuan kawasan rawan banijir, maka pengaruh

masing-masing faktor terhadap kerawanan banjir yang dinyatakan dalam angka

yaitu;
No. Faktor Bobot Keterangan
1 | Ketinggian 0,38
2 | Guna lahan 0,18
3 Curah hujan 0,13
4 Kelerengan 0,12
5 | Jenis tanah 0,11
6 | Zona rawan luapan 0,08
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Pemodelan diatas tentunya masih harus diuji lagi pada beberapa wilayah studi yang
berbeda untuk dapat semakin menyempurnakan model. Namun dari pemodelan
diatas dapat disimpulkan bahwa guna lahan memiliki pengaruh yang besar sebagai
penyumbang banjir suatu kawasan. Bahkan dalam studi kasus di Kota Samarinda,
pengaruh hujan tidak lebih besar ketimbang guna lahan. Artinya faktor curah hujan
yang besar sebenarnya bukan masalah apabila guna lahan yang ada dapat
mendukung, dimana proporsinya optimal sehingga antara kawasan yang
melimpahkan dan kawasan serapan seimbang. Sedapat mungkin kawasan rawan
banjir agar dikelilingi oleh lahan hijau, karena mengingat daerah banijir di Kota
Samarinda sebagian besar adalah banijir kiriman dari kawasan hulu, sehingga pada
kawasan hulu perlu terdapat kawasan resapan. Kawasan resapan sangat
diperlukan untuk menahan laju infiltrasi pada DAS, sehingga Tc (Time
Concentration) banjir dapat dikurangi. Ketika Tc berkurang, maka limpasan
permukaan memerlukan waktu lebih lama untuk proses alirannya, sehingga aliran
permukaan berkurang hingga sampai pada daerah muara (kawasan perkotaan).
Dalam kata lain luasan kawasan hutan atau kawasan hijau yang ada dapat
menyerap sebagian besar air hujan yang jatuh. Oleh sebab itu kemungkinan
penanggulangan banjir dapat dilakukan dengan pencegahan melalui rekayasa guna
lahan untuk mengendalikan debit banjir.

Penggunaan lahan eksisting pada suatu wilayah yang tidak sesuai dengan
peruntukkan lahan dapat memperbesar tingkat kerawanan banjir pada kawasan
perkotaan. Sebagian besar masalah yang hampir ada di perkotaan adalah tidak
sesuainya guna lahan yang ada dengan dokumen RTRW atau peruntukkan lahan.
Dokumen RTRW sebagian besar berpedoman pada kemampuan fisik alam yang
tertuang dalam peruntukkan lahan. Berkaitan dengan ketidaksesuaian lahan pada
daerah perkotaan, ketidaksesuaian tersebut seringkali mengarah pada guna lahan
yang memiliki nilai limpasan permukaan besar, sehingga semakin memperbesar
nilai debit banjir (Q). Data guna lahan dan curah hujan adalah data yang dapat
diperbarui sesuai dengan waktu yang diinginkan dalam analisis hidrologi suatu
kawasan. Penekanan agar dapat dihasilkan debit banjir yang kecil adalah dengan
mengkonversi atau merubah guna lahan ke jenis lahan yang mana memiliki nilai
limpasan permukaan kecil. Proses penentuan lokasi konversi ini membutuhkan
pertimbangan ketidaksesuaian lahan sebagai prioritas utama, sehingga diharapkan

dapat menekan debit banjir yang ada.
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Semakin tinggi topografi suatu wilayah, maka guna lahan yang ada semakin tidak
boleh menyimpang dari rencana tata ruang yang ada. Pertambangan, industri dan
permukiman merupakan guna lahan yang berdampak besar meningkatkan
kerentanan banjir pada kawasan perkotaan. Kondisi tersebut akan diperburuk
apabila pertambangan, industri dan permukiman yang dimaksud merupakan guna
lahan dengan kategori tidak sesuai lokasinya berdasarkan peruntukkan lahan.
Keadaan tersebut yang mengakibatkan kedua jenis guna lahan tersebut
memberikan andil cukup besar dalam terjadinya banjir di Kota Samarinda. Untuk
menurunkan kerentanan banijir dapat dilakukan melalui konversi penggunaan lahan
yang memiliki nilai limpasan permukaan besar (terutama yang tidak sesuai
peruntukkan) ke penggunaan lahan yang memiliki nilai limpasan permukaan kecil
seperti guna lahan hutan. Pengaruh masing-masing guna lahan terhadap banjir
ditunjukkan dengan nilai koefisien limpasan permukaan. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada tabel di bawah berikut;

Guna Lahan CN Impervious Koefisien limpasan
permukaan

1) 2 3 4 (5) = (3)%X(4)%
1 Hutan 77 0,05 0,04
2 Tegalan 89 0,30 0,27
3 Pertanian 85 0,20 0,17
4 Pertambangan 94 0,75 0,71
5 Industri 93 0,72 0,67
6 Permukiman 92 0,65 0,60

Guna Lahan Arah perubahan Kenaikan Debit
Tegalan = M B 1
Pertanian g 2
Pertambangan N 2,6
Permukiman \V4 2,2

Proporsi penggunaan lahan yang optimal dalam meminimalisir kerentanan banjir
pada kawasan perkotaan adalah proporsi yang dapat meminimilkan debit banjir (Q)
dan sesuai dengan peruntukkan lahan, sehingga debit banjir yang dihasilkan tidak
melebihi kapasitas penampung yang dimiliki. Untuk merekayasa guna lahan agar
optimal adalah dengan menekan guna lahan seperti pertambangan, industri dan

permukiman. Penekanan tersebut dilakukan melalui konversi beberapa lahan yang
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dimungkinkan, seperti pertambangan. Sedangkan industri dan permukiman lebih
dilakukan  pada tindakan  pembatasan. Konversi dilakukan  dengan
mempertimbangkan arahan peruntukkan lahan dimana lebih memprioritaskan pada
guna lahan yang tidak sesuai yang lokasinya merupakan daerah dengan elevasi
tinggi (kawasan hulu). Dapat diartikan bahwa untuk setiap wilayah tidak selalu
memiliki prosentase proporsi yang sama dengan wilayah lain untuk dapat
mengendalikan banijir, dikarenakan disesuaikan dengan kapasitas drainase yang
ada. Namun variabel yang digunakan adalah sama yaitu proporsi guna lahan dan
kapasitas sungai/drainase dengan indikator sungai mampu menampung debit yang
dihasilkan guna lahan tersebut.

Pada wilayah studi Kota Samarinda, sebelum dilakukan optimasi guna lahan
masih banyak terdapat kawasan banjir dikarenakan debit banjir (Q) yang dihasilkan oleh
guna lahan yang ada masih sangat tinggi, dengan indikator berupa tidak tertampungnya
debit banjir tersebut oleh kapasitas sungai. Optimasi guna lahan yang dilakukan telah
menghasilkan nilai luasan yang perlu untuk dilakukan rekayasa/konversi lahan,
sehingga nilai debit banjir tidak melebihi kapasitas tampung sungai. Akibatnya kawasan
banjir secara teoritis dapat dihilangkan.

Pemodelan optimasi guna lahan untuk pengendalian banjir perkotaan secara
prinsip dapat diterapkan untuk wilayah lain, dengan merubah data input sesuai dengan
karakteristik fisik wilayah yang ada. Data input disesuaikan dengan kebutuhan data
pemodelan, sehingga dapat dihasilkan guna lahan yang optimal untuk mengendalikan
banjir pada perkotaan.

Keterbatasan pada penelitian merupakan kelemahan dalam peneletian ini,
dikarenakan ruang lingkup bahasan penelitian yang dibatasi sehingga penelitian lebih
mengacu pada tujuan utama. Keterbatasan tersebut dapat menjadi rekomendasi untuk

dilakukan penelitian lebih lanjut di waktu mendatang.

7.2 Rekomendasi
a. Model dapat digunakan untuk membuat arahan RTRW, karena dari hasil
pemodelan dapat diketahui arahan peruntukkan lahan menurut kemampuan fisik
alam dan juga pertimbangan untuk mencegah bencana banjir.
b. Kebijakan pembatasan terhadap guna lahan pertambangan, industri dan
permukiman sangat diperlukan untuk meminimalisir nilai debit puncak (Q),
sehingga volume genangan dapat berkurang. Sedangkan keberadaan kawasan

hijau seperti hutan lindung sangat diperlukan sebagai kawasan resapan yang
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melindungi kawasan sekitarnya, sehingga perlu adanya konversi lahan dari
pertambangan ke hutan lindung.

Memperketat ijin mendirikan bangunan dan melakukan pengawasan untuk dapat
mengendalikan pertumbuhan permukiman dan mencegah penyimpangan proses
pembangunan di lapangan, seperti bentuk peninggian level muka tanah yang
pada akhirnya hanya bersifat memindah kawasan banijir.

Perlunya kebijakan pembuatan kolam retensi pada setiap bentuk pembukaan
lahan baru seperti pengembangan perumahan baru, sehingga penambahan debit
akibat perubahan lahan baru tidak mengalir ke drainase yang mana kapasitasnya
tidak lagi dapat menampung kelebihan debit baru.

RTRW sebagai master plan suatu wilayah seharusnya dapat diterapkan dengan
baik, sehingga perkembangan guna lahan dapat sesuai dengan RTRW, karena

apabila sesuai dengan RTRW yang ada maka debit (Q) dapat diminimalisir.
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